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PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

' PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TASAHEA




KEPALA DESA TASAHEA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TASAHEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TASAHEA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan [tindak
pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang
dan pelanggaran merupakan perbuatan yang
merugikan keuangan negara dan menghambat
jalannya pemerintahan dan pembangunan
serta menuju tata kelola pemerintahan yang
bebas dari korupsi perlu adanya penariganan
benturan kepentingan di lingkungan| Desa
Tasahea;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea| perlu

‘ ditetapkan dengan peraturan desa ;

Mengingat L Undang-undang Nomor 3] Tahun 1999 fentang
pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 314 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150 );




Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Liembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun| 2008
tentang Keterbukaan Informasi | Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5401);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun| 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimand telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun| 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran |Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang
perubahan  kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah telah diubah beberapa kali yang terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang | Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




10.

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang Dana Des
Bersumber dari Anggaran Pendapat

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5864);

Tahun 2014 tentang Pedoman | Teknis
peraturan Desa (Berita Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Pemberdayaan

Melayani di Lingkungan Instansi Pe
(Berita Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 1813) sebagaimana telah diubah
/c:engan Peraturan Mentri Pember ayaan
Nparatur Negara dan Reformasi B; okrasi
omor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparat
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ;zr
Tahun. 2014 Pedoman Pembangunan Zona
?teggn_tas M_enuju Wilayah Bersih| dari
orrups1 dan Wilayah Birokrasi Nomor 6 Tahun
2924 tentang Desa Bersih dan Melay:
Lingkungan Instansi Pemerintah (Bcrita: I
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);




11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom

12,

13.

14.

15.

16.

14,

17.

18.

19.

Tahun 2015 tentang Susunan Organisd
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom

or 84
si dan
Negara
);
or 44
(Berita
2016

1wor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia
2018 Nomor 611);

Tahun

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21

Tahun

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73
Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12
tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewgnagan

Lokal Beskala Desa di Kabupaten

Kolaka

Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30
tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2018 Nomor 30);

Timur

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56

Tahun 2019 Tentang Badan Permusyaw
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2019 Nomor 56);

aratan
Timur

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun
2021 Tentang Administrasi Pemerintahan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2021 Nomor 4);

Timur

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Desa Tasahea

Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Daftar

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan




Menetapkan

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

A S 2 o o

10.

11

Kewenagan Lokal Beskala Desa di Tasahea

(Lembaran Desa Tasahca Tahun 2021
1);

Dengan Kesepakatan Bersama

Nomor

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TASAHEA

dan
KEPALA DESA TASAHEA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TASAHEA TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERIN TAH

DESA TASAHEA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Desa Adalah Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta.

Kepala Desa Adalah Kepala Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tasahea
BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tasahea
Camat adalah Camat Tirawuta

Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Tasahea

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional istiadat setempat yang diakui dan dihormati
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dalam sistem

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang

dilaksanakan  oleh Pemerintah  Desa  Tasahea
Permusyawaratan Desa Tasahea.

Pfemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yvang diseh
dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara peme
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
lembaga legalisasi dan peéngawasan dalam hal pelaksana

Desa, Anggaran Penda }
’ patan dan Belanja Desa d
di Desa Tasahea. . an Peratura

dan Badan

ut nama lain
rintahan desa

BPD adalah

1an Peraturan
n Kepala Desa



12.

13.

1#.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapka:
dan Badan Permusyawaratan Desa.

n Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa.
Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ber

dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan
Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pemb
kemasyarakatan.

sifat mengatur

Kebijaksanaan
angunan dan

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau as
pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa T4
Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana
pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan
seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keingin
pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dat
hubungan afiliasi/hubungan dekat/ balas jasa/pengaruh
pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh s

As-asas umum

sahea.
pertimbangan
profesionalitas

an kebutuhan
n/atau bersifat

dari pegawai,

corang pegawai

dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu

baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan mau
pertemanan / kelompok/golongan yang dapat memengaruhi

pun hubungan
keputusan.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perja

lanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas

lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di lu
dilakukan dengan menggunakan saran elektronik atau
elektronik;

Pengendalian gratifikasi adalah suatu sisten yang be
menget.ldalikan penerimaan gratifikasisecara franparan
melalui serangkean Kegiatan yang melibatkan fartisipa

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membent

pengendalian gratifikasi;

U;m;lt alf)cngd()la Gratifikasi Desa Tasahea selanjutnya
o . :
unit Kerja yang bertanggungjawab untuk menjat

ar negeri, yang
tanpa sarana

rtujuan untuk
dan akuntabel
si aktif badan
luk lingkungan

disingkat UPG
lankan fungsi

pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Tasah
sahea;

Penerima gratifikasi adalah peman
mempunyai hubungan keluarga
atau i
roicsen o g kekerabatan sosial |
P ; . .
ate;nblen ll:)ara pihak baik berorangan, sekelompok orang
u . ’
. :rrn ;ﬁ? fy;mg memberikan gratifikasi kepada penerim
likas1 yang selanjutnya di
D ya disebut pelapor
rest:.a}/ 1’l{:’er'angkat. Desa yang menerima gratifikasi daI; I
gratilikasi sesuai presudur dan kemudian melaporkan ke
. p

gku kewenangan atau pihak lain yang

ainnya dengan

badan hukum
a gratifikasi;

adalah Kepala
engisi formulir
ada UPG;




25.

26.
27.

28.
29.

30.

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan
a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah

Tujuan Pc'doma.n penanganan Benturan Kepentingan ini adalah
a. menmptal.{an budaya kerja yang
mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transpar
| lt;.npa mengurgngi ki‘nerja.Pemangku Kewenangan yang Eer
enengakkan integritas kinerja pemangku kewenangan

d. menciptkan pemerintah yang bersih dan akuntabel

Ruang lingkup pedoman penan
a. benturan kepentingan
b. penanganan benturan kepentingan

Laporan gratifikasi dokumen laporan tertulis yang berisi informasi

lengkap penerima gratifikasi;

Konflik kepentingan adalah kondisi dari pemangku kewenangan yang

patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat

empengaruhi

pelaksanaann tugas dan kewenangannya secara tidak patuf;
Pemangku kewenangan yang selanjutnya disebut pemangku kewenangan
adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Dewan Pengawas Bumdes, Direktur

dan pengurus Bumdes, Ketua dan Anggota TPK;

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumde adalah badan

hukum yang didirikan oleh desa/atau bersama desa-desa;
Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK
pelaksana tugas teknis pada pelksana kegiatan;

Mitra Kerja UPG Desa Tasahea adalah Babinkamtibma

Desa Tasahea;
Pasal 2

benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah
Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

dalah unsure

s dan Babinsa

untuk:
dan mengatasi
Desa Tasahea

memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan

tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga

masyarakat di

lingkungan Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten

Kolaka Timur dalam melaksanakan penanganan benturan

Pasal 3

mencegah terjadinya pengabaian
terhadap kendali mutu unit ke
negara/daerah/desa; dan

atas pelaksanaan tug

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

ganan benturan kepentingan ini n

Da dan mencegah timbu

kepentingan.,

untuk:

dapat mengenali, mencegah dan

an dan efisien
sangkutan.

as dan fungsi
1lnya kerugian

nencakup :




c. pencegahan benturan kepentingan
d. Monitoring dan evaluasi

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi
Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

a.

BAB III

BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 5

dan dihadapi Pemangku

situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pe erintah Desa
menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cindera
mata atau hiburan atas suatu keputusan atau | jabatan yang
menguntungkan pihak pemberi;
situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang
berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa
dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa atau unit usaha desa
yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung. sejenis atau
tidak sejenis, schingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan
untuk kepentingan jabatan lainnya;
situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu
untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya
dilakukan:
situasi vang menyebabkan proses pengawasan tidak  sesuai dengan
p'rose@ur kgrena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
e dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi
aobjek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

- situasi dimana keputusan/kebijakan pihak lain yang membutuhkan:

dipengaruhi
situasi bekerja lain di luar pekerjaan dinas, kecuali tel
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
situasi  yang  memungki ’
gKinkan penggunan
menyalahgunakan wewenang; “ -
ts;:;sti ytangt ril{emungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari vang
itentukan Pemerintah Daerah i isti
' , penyedia keistiméwaan maupun

peluang bagi cglon Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pen adp
Barang/ Jasa di Pemerintah Desa; e
;:uam dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara

rna'?lg;{u Kewe'nangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yan
?erm iki kepentingan atas keputusan dan /atau tindakan Pernarlgkf

ewenangan sehubungan dengan jabatannya di Pemerint

sesual dengan

iskresi yvang

Desa.




Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

kepentingan pribadi (vested interest);

a.
b. hubungan afiliasi
c. gratifikasi
d. Kelemahan sistem organisasi
e. Perangakapan jabatan
Pasal 7
1. Pemangku Kewenangan yang berpotensi  menghad

kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib n
dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan per
Benturan Kepentingan kepada atasan atau petugas yang me
Atasan atau petugas yang menerima laporan akan 4
terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaah awal te
Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasi
pencegahan yang dimungkinkan.

Pemangku Kewenangan diwajibkan melaksanakan inden
Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tu
dengan setidaknya mencakup:

a. Uraian benturan kepentingan

b. Pemangku kewenangan yang terkait

c. Penyebab ; dan

d. Prosedur penanganan/pencegahan

BAB IV
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 8

Penanganan benturan kepentingan dilaksanan dengan prinsiy
berikut :

a.

Pemangkg Kewenangan yang dirinya berpotensi dan/ata
dala.m situasi benturan kepentingan dilarang untul
k.eg1atan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutn
memut}lskan bahwa petugas yang berpotensi mem)
Keper}tmgan untuk tidak terlibat dalam proses pengambi
terl.(aut dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan
re81k9 disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka F
meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalanks
tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut,

api  benturan
rengidentifikasi
wyebab potensi
rnangani.

idanya potensi
rhadap potensi
kan tindakan

tifikasi potensi
1gas dan fungsi

» dasar sebagai

u telah berada
¢ meneruskan
terkait dengan
lya  pimpinan
iliki  Benturan
lan keputusan
hasil penilaian
impinan dapat
an tugas dan




b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah bergda dalam
situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampfeu'kan Suga:
Pernyataan Potensi benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebu

kepada atasan langsung: i

¢. Pemangku Kewenangan juga wajl
Benturan Kepentingan apabila memili
keturunan lurus atau ke samping. maupun hubungan kel
dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung

‘abat yang berwenang, dan .

d. la;ilzinpgelj{:?i;nyjalfatan yang berpotensi teTjadinya benturan kepent;nga;
oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama ter apai
kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur mengen

hal tersebut.

b membuat Surat Pernyataan Potensi

ki hubungan sedarah dalam garis
narga semenda

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan yaitu :
a. Komitmen dan keteladanan pimpinan

Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara

Perhatian khusus atas hal tertentu .

Langkah-langkah preventif untuk menghindari benturan kepentingan

Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan

Pemantauan dan evaluasi

mo e T

Pasal 10

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku
Kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk| terlibat secara
langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka Pemangku
Kewe.nanga..n v'vaj.ib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.

. Ez:l;izzgjd;t:tugii ai?nfcurm I?epentingan dan pelapor .adlalah Pemangku

pi pihak lainnya (pemangku kepentin

dan masygrakat yang tidak memiliki keterlibatan |
mengetahui adanya atau potensi
Pemerintah Desa, maka pelapor men

gan, mitra kerja

d angsung, namun
terjadinya Benturan Kepentingan di

ggunakan Whistleblowing System.
Pasal 11

Tata cgra penanganan benturan kepentingan Adalah :
a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengamb
dapat rpclaporkan atau memberikan keterangan adanya du
Kepentingan pegawai dalam menetapkan Keputusan dan /ati

ilan keputusan
gaan Benturan
au tindakan;




sampaikan kepada atasan langsung
dan/atau  tindakan dengan
lampirkan bukit-bukti terkait;

kebenaran laporan benturan

b. laporan atau keterangan tersebut di

pengawai pengambil keputusan

mencantumkan identitas jelas pelapor me

atasan langsung tersebut memeriksa tentang

kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan
dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;

¢. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam. jangka wa%{tu 2
(dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjayu kembali oleh

atasan dari atasan langsung tersebut o . .
f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil

pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur

pengawasan.

BABV
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai

berikut:
a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan

berikut:

1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat
potensi adanya Benturan Kepentingan;

2. Fﬁlarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan
istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain
atas beban Pemerintah Desa;

3. I(;‘;11.'=11*emg memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki

enturan Kepentingan, Kkecuali j 5 '
" jabatan sesuai de
i ngan ketentuan

4. di i
dllarang melakuka}n transaksi dan/atau menggunakan harta/aset

; disa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;

- dilarang menerima, memberikan, menjanjikan h dah =
danseton T A, Bonts adi (cmderamata)
kedudukannya termasuk dalam E;Papllin yang berjaitan dengan
maupun acara lainnya: angka hari raya keagamaan

6. di N ha—
ilarang mengizinkan mitra kerja atau
sesuatu dalam bentuk apapun ke
pemerintah desa;

7. dilarang menerima refund dan ke
dan/atau bukan hakn
kedinasan atau hal-hal
Kepentingan;

pihak lainnyr:—x memberikan
pada pegawai dan atau di luar

: ur}tungan pribadi lainnya melebihi
ya dari pihak manapun dalam rangka
yang dapat menimbulkan potensi Benturan



8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil melakukan kolusi
untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan
kebijakan/keputusan,

9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa
untuk kepentingan di luar Pemerintah Desa; dan

10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di
Pemerintah Desa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut
untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan
untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap
kegiatan yang sama.

b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur yang diharapkan dapat
mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah
yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan;

c. pengungkapan /deklarasi/pelaporan Kepentingan yang a&lanya Benturan
didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan
adanya Benturan Kepentingan;

d. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas
sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para
pemangku kewenangan; dan

e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran
terhadap benturan kepentingan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

; Momtoxing dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan
]c;1mi:ksud1§?n sel?agai upaya untuk memberikan umpan balik penanganan
M:;zran I\e_pentmgan. guna perbaikan penanganan kebijakhn
berkalga nt'lizls;;g P:,::l?{ngku Kewena.ngan melakukan evaluasi internal secara
At do gKka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan

penanganannya,

Pasal 14

L Pela.ksa.maan pembinaan dan mo
akan dikoordinasikan oleh Inspek

+ Guna kendali mut i
u has itori ;
berikut: il monitoring, perlu diperhatikah hal sebagai

nitoring kepada Pemangkj

u Kew
e enangan

a. tujuan monitori
nitoring untuk mengumpulkan data dan informasi
yang

di erluke i \4
P an, mernberlkan masukan tentang kebutuha.n ang diperlukan
B ’

menda tk 1
patkan gambaran terkait capaian/perkembangan, metode an
? y g




digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingd
informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selamd
memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
. sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan |
dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi &
Benturan Kepentingan yang dihadapi unit usaha,
Pemerintah Desa;

. pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan si

rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya pe

agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang ber

mendatang serta dapat menghindari dampak yang

adanya Benturan Kepentingan;

_ waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Ins

Kabupaten Kolaka Timur

laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan inforr

1). hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan
penanganannya;

2). sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/peme
Kepentingan dan prosedur penanganannya;,

3). implementasi hasil identifikasi/pemetaan Benturan K

prosedur penanganannya
4). Hasil Evaluasi internal atas penanganan Benturan ke

o). Tindak lanjut atas hasil evaluasi internal

in, tambahan

\ kegiatan, dan

hol atau tidak

tas terjadinya

lembaga dan
stem, sehingga
rbaikan sistem
ulang di waktu
signifikan dari

pektur Daerah

nasi :

dan prosedur

taan Benturan

epentingan dan

rentingan




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa.

Z N GAE,
, ""Ditfa_g:_apkan di Tasahea
al, 12 Desember 2024

Diundangkan di Tasahea
pada tanggal, 12 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TASAHEA,

EKO BUDI SANTOSO
LEMBARAN DESA TASAHEA TAHUN 2024 NOMOR 13




PEMERINTAH DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kab.

Tasahea, 10 Dé¢sember 2025

Kepada :
Yth. Ketua BPD Desa Tasahea

di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.2/ {45 /2024

1 el
rN«:ﬁ. Jenis Berkas Jumlah Keterangan

1 | Dokumen Peraturan Desa 1 (satu) Disampaikan
Tentang Pedoman Penanganan berkas dengan hormat
Benturan Kepentingan di untuk menjadi
Lingkungan Pemerintah  Desa bahan Selanjutnya.
Tasahea sebagai bahan
Musyawarah BPD.




Nomor
Lampiran
Perihal

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea | irawuta Kab. Kolaka Timur _

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA

Tasahea , 11 Desember 2025

Kepada :
100.502.3/48, #4623 Yth. Ketua BPD Tasahea
Undangan di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembahasan
Peraturan Desa tentang Pedoman Penangana Benturan
Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa T ahea, untuk

perihal tersebut diatas bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu
untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/12 Desember 2024
Pukul : 9.00 wita s/d Selesai

Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit
sebelum acara dimulai, demlkﬁt{@sa({m,pmkan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih. 1\\ -~

ca

E WINADA,S Tp




___Alamat : Dusun Pesodooha

ACARA PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PE]
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUNS

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KECAMATAN TIRAWUTA

DESA TASAHEA

DAFTAR HADIR

PEMERINTAH DESA TASAHEA

DOMAN

AN

DESA : Tasahea
KECAMATAN  : Tirawuta
HARI/TANGGAL : Kamis/12 Desember 2024
NO NAMA L/P JABATAN TANDA TANGAN |
1 2 3 4 A 5
L | ] feahe pinpde & Kepala Desa 1 l \;«\
2 Vlﬂm Mpﬂ,‘ Ketua BPD Q_M
3 Mtu\L A Sk, Wakil ketua BPD | 3 ~J/A8#
4 Nike Qwi puMaNTl | P Sekretaris BPD 4 M
5 QU andﬂ}(j‘ﬂb | Anggota BPP” 5 & sl /
6 |\ MUK TN 7 Anggota BPD K M |
7 | €ko Bugc Sqc'rtio sekpes 7 - B
° o e L et paagpan ) 84&—. |
) [paigae (L | Sakes U ae O
- . , 7 A
. Gus N waw. f2 L m—%f CESRA : /Q,’ ‘
12 e keen batora dorat €| kagus WV - ;@ [Jg |
ke Auwh Made suBle L | v g 1%-_
it AN S B L Wty
14 &7 720 C
15 kA b fhe y ‘Qﬁ
16 LEBpe Jocf T | pusose 7 A :WA 11ﬁ
17 e erp| L | laoce @ 6,421!‘/ ]
L W@MW\F L /C"’@""S‘j 17 \ ‘J




KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Holaka Timur )

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan
di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea. , telah diadakan Musyawarah di Desa Tjasahea Kecamatan
Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Provinsi. Sulawesi Tenggara , maka pada hari ini

Hari dan Tanggal  : Kamis /12 Desember 2024
Jam - 09.00 wita - Selesai
Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea

Telah diselenggarakan Musyawarah Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea. yang dihadiri olefh Kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, serfa unsur lain ypng terkait di Desa
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku upsur pimpinan dalam
Musyawarah Desa ini adalah :
A. Materi atau Topik

Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang . Pedoman Pengendalian Gratifika
1 Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.
2. Saran dan masukan dari peserta musyawarah
3. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah
4 Penutup

j dan Suap di

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah - | Made Winada, S.Tp dari Kepala Desa
Sekretaris/Notulen * Eko Budi Santoso dari pkdes
Narasumber + 11 Made Winada, S.Tp dari Kepala Desa
2. Nyoman Sudiarta dari Ketlia BPD
, S dar b
. S dan e
DhiiasatiSenamemnsstemsonsassssas i s s dari

....................................

Setelah dilakukan pembahasan terhada ' '
| p materi, selanjutnya seluruh pesertal musyawarah
gﬁgigpakggnsﬁgﬁrrga gglr a3;3ng berllgeetetap:an menjadi kesepakatan akhir dari mus warayh Desaa dgieasr:
' ran Sa fentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentin '
Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea. yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat E‘))esaI ygiatz : !



1. Menyetujui dan mengesahkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.
2 |Pelaksanaan Peraturan Desa wajib di laksanakan di lingkungan Pemerintah  Desa asahea.
3. Secara terinci tujuan pelaksanaan, tertuang dalam Peraturan  Kepala Desa tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea.

Proses pengambilan Keputusan terhadap beberapa poin di atas dilakukan secara musyawarah
mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting®)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan Peserta Musyawarah

No. Nama Lengkap Alamat Tanda Tangan
1t mwoe  EORRA Has- W *7}1«/_;/-
2 Hu\ce‘!yr kapor i Jup Qosor W y ﬂ
3 Se7104 . Dddens 7 L

4 g Mok Subgla | Burwan 3 WA,
Sk Qurarm tew I =1k
6 | TAvaL | DWW )




PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMURK
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA

Alamat : Dusun 3 Pesodooha Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolak:

NOTULEN

RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD

MBAHASAN PERANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
NANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TASAHEA

MENGENAI PE
PEDOMAN PE

. Kamis/ 12 Desember 2024

Hari/tanggal
Jam - 09.00 Wita — Selesai
Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea
Kehadiran . Laki-laki =

Perempuan =
Susunan acara : 1. Pembukaan

2. Menyanyikan Lagi Indonesia Raya
3. Pembacaan Doa
4. Sambutan Kepala Desa sekaligus membuk
5. Sambutan ketua BPD
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pedoman pengendalian benturan kepenti 1
Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea
7. Penutup.

Pimpinan Rapat : Kepala Desa Tasahea (I Made Winada,3.Tp)

Uraian Jalannya Rapat:
1. Pembukaan.
2. Sambutan Kepala Desa (I MADE WINADA, S.Tp)
- Uca i i /I
menﬁd't?rﬁnak%m kepa.da Bapak/Ibu seluruh und angan telah
: 11 Musyawarah ini dalam pembahasan rancangan Perat
L.esa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepe tin uran'
1ngk.11ng§1n Pemerintah Desa Tasahea dan harapan kami o, .
mengikuti dengan seksama kegiatan ini -
- Bapak/Ibu yang sa i ;
ya hormati i
diharapkan oas dengan terbitnya Peraturan Desa
1. menci j
bentg;[;tjl}c{an bu'daya kerja yang dapat mengenali, mencegah situasi
B €pentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi
, nerja pemangku kewenangan yang bersangkutan ’ i
3. menegakan'mtegn'tas kinerja pemangku kewenangan
\ rnencnlegah timbulanya kerugian desa Tasahea |
4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.




3. Sambutan Ketua BPD (Nyoman Sudiarta)
_ | Bahwa kami selaku BPD mewakili masyarakat Desa Tasahea menyambut
baik terhadap komitmen Pemerintah Desa Tasahea telah merancang
Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

di Lingkungan Pemerintah Desa Tasahea, harapan kami pata pemangku
kepentingan di Pemerintah Desa Tasahea dapat melaksanakan dan
mematuhi Peraturan Desa ini dengan sebaik-baiknya.

- Harapan kami Perangkat Desa mampu meletakan kepentingan umum
diatas kepentingan pribadi atau golongan dan mampu menjdga integritas
sebagai Perangkat Desa.

4. Penutup/Doa.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Peserta Musyawarah Menyepakati/ Menyetujui rancangan Peraturan Desa
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan  di| Lingkungan
Pemerintah Desa Tasahea.

Tasahea, 12 Desember 2024
Sekretaris Rapat,

D

__-————-\

EKO BUDI SANTOSO




LAMPIRAN
DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN

NAMA
JABATAN : .
No. Kepentingan yang dimiliki Aparatur Desa Ya / Tidak

] | Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau Jika Ya, sebutkan
semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Pegawai/Kepala Nama:
Desa? Hubpingan:

2 | Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau Jika|Ya, sebutkan
semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Penyelenggara Nama:

Negara (PN) atau pihak di Instansi Pemerintah Dacrah Hubungan:
Kabupaten dan Kecamatan? Instansi:

3 | Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau Jika Ya, sebutkan
semenda sampai dengan derajat ketiga dengan . Nama:
pemilik/wakil/kuasa dari penyedia barang/jasa yang ada di Hubungan:

Desa maupun luar Desa.
4 | Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau Jikd Ya, sebutkan
semenda sampai dengan derajat ketiga dengan BPD, LKMD, |Hubungan:
Organisasi Masyarakat di Desa?” Instansi:
5 | Apakah saya memiliki hubungan pertemanan atau kedekatan Jika Ya, scbutkan
personal yang bersifat khusus dengan salah aparatur Nama:
Desa/kepala Desa yang memiliki hubungan kerja langsung dan Hubungan:
berpotensi mempengaruhi obyektivitas kebijakan, keputusan,
penetapan, dan/atau tindakan terhadap aparatur desa tersebut?
6 |Apakah saya n.1emil.1:ki favoritisme tertentu yang berpotensi Jika Ya, sebutkan
qxempengarulu kebijakan, keputusan, penctapan, dan/atau Nama:
t“%‘?*’-““ dalam pelaksanaan tugas jika berkaitan dengan pihak | Hubungan:
tersebut (misalnya: Tokoh politik tertentu yang saat ini aklif,

Kepala Daerah tertentu, calon peserta Pemilu, dll)?

7 | Apakah saya terlibat secara aktif dala '
m k i 1o

profesi, organisasi, atau korps di luar h beanggotaa.n aﬁ‘l - Jikd Ya, sebutkan
ikatan alumni. o SAAERL & r hubungan kerja misalnya |Nama;

: » organisasi keagamaan, yayasan sosial, klub Hul :
olahraga, atau klub seni/budaya/hobi dl1? ’ ubungan:

8 |Apakah saya memiliki hubun iliasi

an af .
Perguruan Tinggi, Lembaga l“gcne?it;Ll:SII(fﬁzlg;Ee&gan LSkM’ ;ka Y4, sebutican
Instansi Pemerintah, tertentu yang bida . asyarakat, | Nara:
’ 1g bid
bersentuhan dengan program %ei? A KOER IR Hubungan:
9 | Apakah saya atau keluarga sed
i arah . .
dengan derajat Yestiga égmiliki b?qn;i.ai/elxtau semenda sampai | Jika|Ya, sebutkan
sosial tertentu? Snis keluarga atau yayasan | Nama:
Hubungan:
10 [Apakah saya memiliki saha '
e m pada iz . ;
signifikan (misal lebih dari ] %lj’)') perusahaan dalam jumlah |Jika Ya, sebutkan
. Nama:
Hubungan:




Saya menyatakan bahwa rincian kepentingan pribadi saya di| atas adalah
bebar-benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya
untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari benturan
kepentingan nyata sehubungan dengan pekerjaan saya dan /memberitahu
atasan saya tentang setiap perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi

saya.




